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TENTANG

LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAWAS | WALIKOTA MEDAN,
WL o [AN | fFw
=5 T Fr'}t‘ﬁi-jjt-_t-}[ﬁl;_&i A0 baliwa dalam rangka meningkatkan efisienst efekiilitas, transparansi,
PW/ — 2 | persaingan  sehat  dan  akuntabilitas dalam  pelaksanaan  pengadaan
= A1 barang/iasa pemerintah. perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara
, : AT 1 elektronik:

b ; |
e b (62 . b baliwa peluksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elekonik
@I =t sehagnimana  dimaksud pada huuf o diatas. perlu dibentuk |dyanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE} Kota Medan:

¢. babwa pembeniukan Layanan Pengaduan  Secard Liekironik (LPSL)
sehagaimana dimaksud pada hurul” a dan b diatas. perlu diatr dengan
Peraturan Walikota Medan.

Mengingal I, Undang-Undang Nomer 8 Dt Lahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah
Oronom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Dagcrah Propinst Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indenesia  Fabun 1956 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
2, Unpdang-Undang  Nomor 1® Tahun 1999 lentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Newara Republik Indonesia Tahun 19948 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 ).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan

Newarn vang' Bersih dan Bebas dan korupsi. Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Lahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ):

4, Undang-Llndang  Nomor 17 Tahun 03 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 200k Nomor 47. Tambahun
I.embaran Negars Republik Indonesia Nomor 428061

r

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
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ndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan [ .embaran Negara Nomor 4389):

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

don Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomer 66, Tambahan Lembaran Negara nomor
4400),

. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik  Indenesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Anmtara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438):

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (T.embaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2008 Nomor
58, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843,

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
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Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956},

_Peraturan Pemerintah Nomeor 30 Tahun 2000 teniang Penyelenguuraan
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun
3000 Nomor 65 Tambahon Tembaran Negarr Repobiik [ndonesin Nomor
3957):

3. Peraturan  Pemepintah Nomor 38 Tahun 2005 rentang Pengelolaan
Keuangan Dacrgh (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2005
Nomor 140, Jambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor
4578).

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593,

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeriniah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusun
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah Propinsi dan
Pemerintshan  Daersh  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang [embaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah:

19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahun Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tuhun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Barang Milik Dacrah;

22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik:

e _ﬂt MEMUTUSKAN:

e Menetapi=¥: | PERATURAN  WALIKOTA TENTANG LAYANAN PENGADAAN
" fots - BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA MEDAN,
Eroid 1% '

-

BADB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah KmarMedan. ‘/;

e 2. Pemenntah Daerah adalah I’en}t{-inmh Kota Medan.
1. Kepatla Daerih adalah Walikota Medan.

4. Pengguna Anggaran vang selanjutnya disingkat dengan PA adalah Pejabat yang dihunjuk
dan ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mengelola dan bertanggungjawab terhadap
anggaran pada setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

5. Kuasa Pengguna Anggaran vang selanjutnyva disingkat dengan KPA adulah pejabat yang
diberi kussa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna  anggaran  dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa
adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD yang prosesnya  dimulai dari
perencanaan  kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh  kegimtan untuk  memperoleh
Barang/Jasa.




7. Pengadaan secara clektronik atan E-Procurcment adalah Pengadaan Barang/Jasa yang
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

8. TLayanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan LPSE adalah unit
kerja yvang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan SPSE.

9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
vang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

1(). Penvedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya,

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan
pengadaan barang/jasa sceara elekironik pada LPSE Kota Medan dan proses pengadaan
barang dan jasa pemerintah khususnya melalui sarana elektronik (E-Procurement) di LPSE
Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,

- menjngkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat:
—& (mghpedbalki tingkat elisiensi proses Pengadaan:
g ng proses monitoring dan audit: dan

muhi kebutuhan akses informasi vang real time.

3 BAB I

b Siin c..ml% :
By, Dok ¥ [N}
_.ﬂ 3 . == Pasal 3

secara clektronik yang dilaksanakan melalui LPSE Daerah,

(2) Penpadaan sebagaimanaXlimaksud ayal (1) meliputi seluruh pengadaan barang/jasa.

BAB 1V
PEMBENTUKAN

Pasal 4
Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Llektronik (LPSL) Daerah.

BAB V _
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5
Kelenibagaan LPSE Daerah berbentuk non struktural dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan.




Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi L.PSE terdiri dari:
Pembina;
Pengarali:
Ketua;
Sekretaris;
Bidang Administrasi Sistem Informasi;
Bidang Registrasi dan Verifikasi;
Bidang Layanan Pengguna, dan
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.

FmRothe oG gp

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini, dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 7
(1) LPSE mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
b. melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara clekironik:

(2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non Pemerintah melaksanakan
_ pen anbarang/jasa secara elekironik,

PARAF PILNGHE

Y ,;_mi,;_i;;ﬂﬂliﬂi ) melaksanakan dan tidak  bertanggung  jawab terhadap pembuatan  paket

_4\____ — ———poRgs parangfjasa  pemerintah, penentuan metode  dan  persyaratan  pengadaan,

netatis ~—penju ~jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta
——ader

A isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jusa, berita acara
#fian penjelasan. isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara  hasil
pfn/seleksi/pemilihan langsung, penctapan pemenang dan pengumuman, serid isi
dan jawaban.

Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. LPSE mempunyai fungsi:
administeator sistem elekironik.

i,

b, unit registrasi dan verifikasi pengguna;

¢. unit layanan pengguna;

d. mengoperasikan Siﬂcm-pt’nﬁﬁdﬂﬂﬂ Barang/jasa secara elekironik (E-Procurement).

e. melakukan registrasi dan verivikasi penyedia barangfjasa untuk memastikan penyedia
barang/jnsa memenuhi persvaratan yang berfaku;

f. melakukan pelatihan/training kepada panitia lelang dan penyedia barangfjasa untuk

menguasai aplikasi sistem pelelangan secara clektronik: dan

g. sebagai help desk vang menvediakan layunan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik
pada penyedia barang/jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang secara
elektronik,




Bagian Keempat
Tugas Perangkat Organisasi -

Pasal 9

Pengarah mempunyai tugas:

oo op

mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas LPSE;
memberikan petunjuk teknis dan pedoman kerja bagi LPSE;
memantau dan mengevaluasi program kerja LPSE; dan
memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

Ketua LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dulam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 11

(1) Sekretaris mempunyai tugas meloksanakan koordinasi, ketatausabaan, pembinaan dan
pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.

(2) Dalam melaksanakan fugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Sckretariat
menyelenggarakan fungsi:

a
b.

C.
d.

c!'

koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan instansi terkait;

penyelenggaraan ketatasusahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;

pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 12

(1) Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPSE.

opmadi mempunyai fungsi:
i pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
permasalahan teknis yang terjadi  untuk menjamin kehandalan dan
el o -u. layﬂﬂﬂ.ﬂ'
Liticlgl I
linformasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE: dan

rnsu'ukm'teknisdari LKPP.

Pasal 13

verilikasi pengguna SPSE.

(2) Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Registrasi dan
Verifikasi mempunyai ﬁmgsa

Pengguna SPSE;
penyampaian infi i kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen

dan informasi sebagai persyaratun pendafiaran pengguna
SPSE:;

menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil
verifikasi;

melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan
pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan

pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.

Pasal 14

(1) Bidang Layanan Pengguns mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatthan dan
dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.

6
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Pengguna
mempunyai fungsi:
a. pemberian layanan konsullasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara clektronik
baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE:
. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE:
penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE,

a6

Pasal 15
(1) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan sosialisasi
peraturan serta prosedur pengadaan system elektronik.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan
Sosialisasi mempunyai fungsi:
a. memberikan pelatihan bagi pengguna LPSE: dan
b. memberikan sosialisasi terkait peraturan serta prosedur pengadaan sistem elektronik.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16
(1) Ketua LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan
Pemerintah Dacrah.

(2) Ketua LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Ketua T.PSE bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan buwahannya masing-
_l;uasm;, dnn mcmhmkan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan twigas

4 ﬂ:d.dng wajib mf:ngtkutl dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung
dp atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada

'~ Barkom

i bgran yang diferima oleh Kepala Bidang dari bawahan, wajib diolah dan

3 i_ii_qug et sbbagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk-petunjuk kepada bawahun.

(6) Dalam menyvampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan iaporan wajrb
disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua LPSE dibantu oleh Kepala Bidang di bawahnya dan
dalam rungka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

(8) Semua unsur di lmgkungan LPSE dalam melaksanakan wagasnya wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integerasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam
hubungan dengan unit kerja lain,




BARB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17
Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Medan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kola Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22- @ - 2011

WALIKOTA MEDAN
dto

Drs. IL RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan
pada tanggal /2- @ ~ 2011

SEKRETARIS DAERAI KOTA MEDAN

Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHLUN 2011 N(.)MUR;'SS




, e

Lampiran :

Peraturan Walikota Medan,

Nomor

Tanggal

Tentang Layanun  Pengadaan Barang/lasa  sccaru
Elektronik (LPSE) Kota Medan

PEMBINA
PENGARAH
(ETA
SEKRETARIS
BIDANG ADMINISTRASI BIDANG REGISTRAS! BIDANG LAYANAN BIDANG PELATIHAN DAN
SISTEM INFORMASI DAN VERIFIKAS! PENGGUNA SOSIALISAS!

Diundangkan di Medan
pada tanggal /2~ @

2011

SEKRETARJS DAERAH KOTA MEDAN

Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 3@

Ditetapkan di Medan
(2~ g~ 2011

pada tanggal

WALIKOTA MEDAN

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM



